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ABSTRAK

Latifah Siregar
2210100030

Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Perkeja Migran Indonesia (Pmi)
terhadap Anak Perspektif KHI Studi Kasus Kota Padangsidimpuan

Fenomena orang tua yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia
(PMI) merupakan realitas sosial yang banyak terjadi di Indonesia, termasuk di
Kota Padangsidimpuan. Keputusan orang tua untuk bekerja ke luar negeri
umumnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan keluarga. Namun, kondisi tersebut menimbulkan persoalan baru,
khususnya terkait pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam
perspektif hukum Islam, kewajiban orang tua tidak hanya terbatas pada
pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup pengasuhan, pendidikan,
perlindungan, dan pembinaan moral anak sebagaimana diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:bagaimana bentuk
pemenuhan kewajiban orang tua PMI terhadap anak di Kota Padangsidimpuan,
dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan
kewajiban orang tua PMI tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap orang tua PMI,
anak PMI, pengasuh, serta tokoh agama atau ahli hukum Islam di Kota
Padangsidimpuan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban orang tua
PMI terhadap anak lebih dominan pada aspek materi, seperti pemenuhan
kebutuhan ekonomi dan biaya pendidikan. Sementara itu, pemenuhan
kewajiban non-materi, seperti pengasuhan, perhatian, kasih sayang,
pendampingan pendidikan, dan pembinaan akhlak, belum terlaksana secara
optimal karena keterbatasan jarak dan waktu. Dalam perspektif Kompilasi
Hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam
pemenuhan kewajiban orang tua, karena KHI menegaskan bahwa kewajiban
orang tua harus dilaksanakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini
menyimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban orang tua PMI terhadap anak di
Kota Padangsidimpuan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KHI,
sehingga diperlukan upaya penguatan peran orang tua dan keluarga pengganti
agar hak-hak anak tetap terpenuhi secara utuh.

Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, Kewajiban Orang Tua, Hak Anak, Kompilasi
Hukum Islam, Padangsidimpuan.



ABSTRACT

Name . Latifah Siregar
No. Reg 2210100030
Title . Fulfillment of the Obligations of Indonesian Migrant Worker Parents

toward Their Children from the Perspective of the Compilation of
Islamic Law (KHI): A Case Study in Padangsidimpuan City

The phenomenon of parents working as Indonesian Migrant Workers (PMI) is
a common social reality in Indonesia, including in Padangsidimpuan City. The
decision to work abroad is generally motivated by economic factors with the aim of
improving family welfare. However, this condition creates new challenges,
particularly regarding the fulfillment of parental obligations toward their children.
From the perspective of Islamic law, parental obligations are not limited to providing
material needs, but also include child care, education, protection, and moral guidance
as stipulated in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI).

The problems addressed in this research are: (1) how Indonesian Migrant
Worker parents fulfill their obligations toward their children in Padangsidimpuan City,
and (2) how the Compilation of Islamic Law views the fulfillment of those parental
obligations.

This study employs a field research method with a descriptive qualitative
approach. The data were collected through in-depth interviews, observations, and
documentation involving Indonesian Migrant Worker parents, their children,
caregivers, as well as religious leaders and Islamic law experts in Padangsidimpuan
City. The collected data were analyzed qualitatively using the perspective of the
Compilation of Islamic Law.

The findings reveal that the fulfillment of parental obligations by Indonesian
Migrant Worker parents is predominantly focused on material aspects, such as
providing economic support and educational expenses. Meanwhile, the fulfillment of
non-material obligations, including child care, attention, affection, educational
guidance, and moral development, has not been optimally implemented due to
limitations of distance and time. From the perspective of the Compilation of Islamic
Law, this condition reflects an imbalance in the fulfillment of parental responsibilities,
as KHI emphasizes that these obligations must be carried out comprehensively.
Therefore, this study concludes that the fulfililment of Indonesian Migrant Worker
parents' obligations toward their children in Padangsidimpuan City has not been fully
in accordance with the provisions of the Compilation of Islamic Law, and
strengthening the roles of both parents and substitute caregivers is necessary to ensure
that children's rights are fully protected.

Keywords: Indonesian Migrant Workers (PMI), Parental Obligations,
Children's Rights, Compilation of Islamic Law (KHI), Padangsidimpuan City.



YYVYe )oY, Jomed! o3

Bgks 592 & sVl ol i gi1 gl Jlasll o il gl Sl i Coull Olges
Olgabibens guil3b duske 3 Dl Ly 3(KHI): dpsdlat a8

1555 ) ool 0l e oY) bl Sl o pllighh Slrly dds JE ] Al s g

el e Jo S ae @Y ST Bade cg (3 SIS BT Oluy Ol sl dnde 3
= el bl Sl I b ghes o8y WY1 aamadly bty cdadly AR Sl
JUBY 2ley sy coprlel) Jlaall ol an tendll S e GULY s G (@Ml Sl I35
AoV JELLy Ll Ol by (ligee Jio B3dmie bl &l gl amy
AL sl ) Loy TLAZ Loy SLIE UL W &5 adsdly oD ) L] il ¢ 9)elosny
w2 et 3 e DU 3 Jeall g e OF il bl Al S e 3 5,1 050
G ety able 3 OF e fadl 5pm ol acdadly 2wl Sl 235 IS g0 5,0 (s3La5Y)
S ol 1 UE QUYL aed e lVly i cn 3L elidl 36 G pd) Ble )l sar
gUE Lo oW (3 33 W aaad) Corly OB JWby casen)l dasy bl U 3 n o) BY)

alSan By Jalal) By 3L Olaad ;ST 2ke ) WY1 aorgdly Bladl Colgr

&gde Ly dds cftg'f»;}l\ Lle )l cpldigll Olarly (O gmumigli¥) 09 gh) Jleadl dladll: LIS

1&%?\ e\griﬂ\



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah
memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan
menuangkannya ke dalam skiripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad
Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang

benderang seperti saat sekarang.

Skiripsi yang berjudul ""Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Pekerja Migran
Indonesia (PMI) Terhadap Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi
Kasus Kota Padangsidimpuan” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan kekurangan dan
masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang
diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran
pembimbing akhirnya skiripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan

skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
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H. Arbanur Rasyid, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan
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selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama.
Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor
Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan seluruh civitas akademik Universitas
Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. Ahmatnijar Nasution, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan
IImu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary
Padangsidimpuan, Bapak Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.l., selaku Wakil
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Azizah, M.A., selaku
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan
Bapak Dr. Mardona Siregar, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan limu Hukum.

3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam
pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan.

4. Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing | sekaligus Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah dengan sabar, teliti, dan penuh
perhatian memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti
selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau membimbing tidak hanya terbatas

pada aspek akademik semata, tetapi juga memberikan motivasi kepada penulis



ketika penulis mengalami kebuntuan atau kesulitan dalam menuntaskan
penelitian. Komitmen beliau dalam membimbing dan menyempurnakan setiap
bagian dari skripsi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendukung
kelancaran penyusunan karya ilmiah ini. Untuk itu, penulis mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, waktu, dan kesabaran
yang telah diberikan.

Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk. selaku Pembimbing Il sekaligus Ketua
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Illmu Hukum,
yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif
dalam penyusunan skripsi ini. Kehadiran beliau sangat membantu dalam
memperluas wawasan, memahami konsep penelitian, serta menyusun skripsi
ini secara sistematis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, ilmu, dan
dukungan yang diberikan selama proses akademik ini

Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta
dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas
akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah
memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

. Secara khusus, Penulis mempersembahkan ungkapan terima kasih yang tulus
dan doa yang mendalam kepada almarhum ayah tercinta, yang semasa
hidupnya telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, nasihat, dan semangat

yang tak ternilai. Meskipun beliau telah berpulang ke rahmatullah dan tidak
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dapat menyaksikan secara langsung pencapaian ini, segala didikan, perjuangan,
dan cinta yang beliau berikan akan selalu menjadi sumber kekuatan dan
inspirasi bagi saya. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat, ampunan, serta
menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya.

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, saya mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta yang senantiasa memberikan
doa, perhatian, semangat, dan dukungan kepada Penulis. Meskipun dalam
perjalanan hidup terdapat jarak yang memisahkan, kasih sayang dan perhatian
yang diberikan, baik berupa motivasi maupun dukungan materiil, telah menjadi
kekuatan bagi saya untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini.
Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan
keberkahan kepada ibunda.

Kakek Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada kakek tercinta serta almarhumah nenek
tercinta yang telah membesarkan, merawat, mendidik, dan mencurahkan kasih
sayang kepada Penulis sejak kecil hingga mampu menyelesaikan pendidikan
sarjana ini. Segala pengorbanan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang telah
diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menjalani

setiap proses kehidupan dan pendidikan.

Khusus untuk almarhumah nenek tercinta, meskipun beliau telah berpulang ke
rahmatullah dan tidak dapat menyaksikan secara langsung pencapaian ini,
setiap kenangan, cinta, dan pengorbanan beliau akan selalu hidup di hati saya

dan menjadi penyemangat untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih
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baik. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat, ampunan, dan menempatkan

almarhumah di tempat terbaik di sisi-Nya.

kepada bou tercinta yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup
penulis. Sejak kecil Penulis mampu menyelesaikan pendidikan sarjana ini, bou
telah dengan tulus merawat, membimbing, memberikan perhatian, kasih
sayang, serta dukungan yang tidak pernah putus. Setiap doa, nasihat, dan
pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi
penulis untuk terus berjuang meraih cita-cita. Penulis menyadari bahwa
pencapaian ini tidak terlepas dari cinta dan ketulusan bou yang telah hadir dan
menemani setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa
melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang berkah, serta membalas
segala kebaikan dan pengorbanan bou dengan balasan yang berlipat ganda.
kepada kakak tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, serta
bantuan kepada Penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi,
penyemangat, dan selalu mendampingi saya dalam setiap proses hingga
mampu menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Semoga Allah Swt. membalas
segala kebaikan dan pengorbanan kakak dengan keberkahan dan kebahagiaan.
Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua adik tercinta
yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan kepada
penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis,
menghadirkan kebahagiaan, semangat, dan kekuatan di setiap langkah hingga
penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Kehadiran dan cinta kalian

menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berjuang dan memberikan
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yang terbaik. Semoga Allah Swt. senantiasa melindungi, memberikan
kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian berdua serta
mengabulkan segala cita-cita yang diimpikan.

Ungkapan terimakasih kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja sudah
membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan
penelitian skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada sahabat-
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan

dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya

dengan huruf latin.

Huruf Nama Huruf Huruf Latin Nama
Arab [Latin
\ Alif Tidak dilambangkan |Tidak dilambangkan
< Ba B Be
O Ta T Te
& sa s Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
. ha h Ha (d%r;%va:ht)itik di
z Kha Kh Kadan ha
2 Dal D De
3 al Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
- sad s Es (debnag\;l\a;lg ht)itik di
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L dad d De (debr;%va:ht)itik di
L fa ¢ Te (dengan titik di
bawah)
L 7a . Zet (dengan titik di
bawah)
& ‘ain Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
— Fa F Ef
Qaf Q Ki
d Kaf K Ka
J Lam L El
N Mim M Em
g Nun N En
g Wau \W We
° Ha H Ha
s Hamzah Apostrof
¢ Ya Y Ye
B. Vokal

Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama

fathah A A
Kasrah | |
s dommah U U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
..... s fathah dan ya Al adani
)P fathah dan wau Au adanu

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
& ... V... | fathah dan alif atau ya a a dan garis atas
S.ow Kasrah dan ya I dan garis
dibawah
I
50, dommah dan wau u u dan garis di
atas
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C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat

fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutahmati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat

sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta

Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf

yang diberi tanda syaddabh itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :
J). Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh

huruf gamariah.
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1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
/I diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata

sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan

didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir
kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara:

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf

kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
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Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf
kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.
Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu

keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, prinsip pemenuhan hak anak telah diatur secara normatif
dalam berbagai perangkat hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.
Salah satu dasar hukum Islam yang dijadikan rujukan adalah Kompilasi
Hukum Islam (KHI), yang memuat aturan mengenai hak dan kewajiban orang
tua terhadap anak. ! KHI menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung
jawab utama dalam mendidik, merawat, dan membimbing anak agar tumbuh
menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan
untuk hidup mandiri.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki
peran sangat penting dalam membentuk kepribadian dan karakter generasi
penerus.? Hubungan orang tua dan anak bukan hanya sekadar ikatan biologis,
melainkan juga hubungan moral, sosial, dan hukum yang diikat oleh tanggung
jawab serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua keluarga dapat
menjalankan kewajiban tersebut dengan optimal. serta tuntutan ekonomi
membuat banyak orang tua di Indonesia memilih menjadi tenaga kerja
Indonesia (PMI) di luar negeri. ini berdampak pada pola asuh anak, karena

orang tua yang seharusnya bertanggung jawab langsung atas anak seringkali

1 N. Sari, Dampak Migrasi TKI terhadap Pola Asuh Anak di Kabupaten Lombok Timur,
Jurnal Sosiologi, Vol. 8, No. 2 (2020), him. 77-90.

2 Bustanul Arifin, Problematika Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Jakarta:
Rajawali Pers, 2019), him. 12.



tidak hadir secara fisik. Fenomena ini banyak ditemukan di berbagai daerah,
termasuk Kota Padangsidimpuan.

Keputusan orang tua untuk menjadi PMI biasanya dilatarbelakangi
oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang mencukupi. Mereka berharap
bahwa bekerja di luar negeri akan memberikan penghasilan yang lebih baik
untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Akan tetapi, di balik manfaat
ekonomi tersebut, terdapat konsekuensi sosial yang cukup berat, terutama bagi
anak-anak yang ditinggalkan. Anak-anak sering mengalami kerentanan
psikologis, kehilangan figur pengasuh utama, serta keterbatasan dalam
memperoleh perhatian, kasih sayang, bahkan pendidikan yang layak.

Penelitian mengenai Pemenuhan Kewajiban Orang Tua PMI terhadap
Anak Perspektif KHI dengan studi kasus di Kota Padangsidimpuan
menemukan data observasi terhadap (enam) orang informan. hasil
pengamatan, terlihat bahwa sebagian besar anak yang orang tuanya bekerja
sebagai PMI mengalami keterbatasan dalam pemenuhan perhatian dan
pengasuhan langsung. Meskipun kebutuhan ekonomi relatif tercukupi melalui
kiriman uang dari orang tua, akan tetapi aspek emosional, pendidikan, serta
bimbingan agama masih kurang optimal karena peran tersebut sering
digantikan oleh keluarga lain seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat.?

Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban orang tua tidak hanya

sebatas memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mencakup pendidikan,

3Hasil wawancara dengan pengasuh yaitu neneknya Nurhot hrp pada desember 2025



pengasuhan, dan pembinaan moral anak.(enam) kasus yang diditemukan
bahwa kewajiban ini belum sepenuhnya terpenuhi secara menyeluruh.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dilihat dari
kompilasi hukum islam (KHI). Kompilasi hukum islam menjelaskan diatur
bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka
hingga dewasa. Menurut pasal 105 KHI* menjelaskan.

“Pemelihara anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun)
adalah hak ibuknya,kecuali apabila terbukti sang ibu tidak mampu
memberikan pengasuhan yang baik. Sementara itu, untuk anak yang sudah
mumayyiz ia berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.Kententuan
ini menegaskan bahwa hak ibu dalam pengasuhan anak mendapatkan prioritas
hukum,karena dipandang lebih dekat secara emosional dan memiliki peran
utama dalam tumbuh kembang anak.

Di Kota Padangsidimpuan, kasus ini menarik untuk dikaji karena
banyak anak PMI yang tumbuh dalam pengasuhan nenek, kakek, atau kerabat
dekat. Pola pengasuhan ini tentu berbeda dengan pola pengasuhan langsung
oleh orang tua kandung. Anak mungkin memperoleh kebutuhan materi, tetapi
aspek emosional, spiritual, dan pendidikan sering kali mengalami hambatan.
Akibatnya, terdapat potensi munculnya masalah sosial seperti kenakalan

remaja, rendahnya prestasi belajar, hingga gangguan psikologis.

4 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.



kondisi anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri? Inilah
yang kemudian menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian lebih
mendalam®.
penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya menyoroti dampak
sosial dari fenomena PMI terhadap anak, tetapi juga menelaahnya dari perspektif
KHI. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman baru
mengenai bagaimana aturan-aturan hukum Islam diterapkan dalam realitas sosial
masyarakat Padangsidimpuan. Hal ini penting agar hukum Islam tidak hanya
dipahami secara normatif, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial
kontemporer.

Namun, meskipun hak pengasuhan lebih diutamakan kepada ibu,
kewajiban ayah sebagai penanggung jawab nafkah tetap melekat sesuai
dengan orang tua yang menjadi PMI, seperti nenek, kakek, atau saudara, untuk
membantu memenuhi kewajiban hadhanah. Dengan demikian, meski hak
pengasuhan secara hukum ada pada ibu, tanggung jawab kedua orang tua tetap
berjalan seiring untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, baik secara
material maupun emosional, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan
dalam KHI.

Berdasarkan observasi penelitian bahwa, fenomena orang tua yang
bekerja sebagai PMI telah menimbulkan berbagai dinamika sosial dalam
keluarga. Banyak anak PMI yang hanya bertemu dengan orang tuanya sekali

dalam beberapa tahun.Namu tidak berjumpa secara langsung akan tetapi

% N. Sari, Dampak Migrasi PMI terhadap Pola Asuh Anak di Kabupaten Lombok Timur,
Jurnal Sosiologi, Vol. 8, No. 2 (2020), him. 77-90.



melalui dengan sosial media yaitu dengan video call.Hal ini memunculkan

perasaan kehilangan dan keterasingan yang berpotensi menurunkan kualitas

ikatan emosional antara orang tua dan anak.

Permasalahan lain yang juga muncul adalah persoalan pendidikan.
Banyak anak PMI yang harus mengandalkan biaya pendidikan dari kiriman
uang orang tua dari luar negeri. Namun, pengawasan belajar sehari-hari sering
tidak optimal karena dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak selalu memahami
kebutuhan anak secara menyeluruh. Dalam hal ini, pertanyaan yang penting
adalah apakah kewajiban mendidik anak telah benar-benar terpenuhi sesuai
dengan prinsip-prinsip KHI.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk
meneliti tentang “PEMENUHAN KEWAJIBAN ORANG TUA PMI
TERHADAP ANAK PERSPEKTIF KHI STUDI KASUS KOTA
PADANGSIDIMPUAN”

. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, peneliti
mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran orang tua PMI secara langsung dalam kehidupan anak
menimbulkan persoalan terkait pola asuh, perhatian, dan kasih sayang
yang seharusnya menjadi kewajiban utama orang tua menurut KHI.

2. Pemenuhan hak anak sering hanya diukur dari aspek materi (kiriman
uang), sementara aspek non-materi seperti pendidikan, pembinaan akhlak,

dan bimbingan spiritual seringkali terabaikan.



3. Anak PMI di Kota Padangsidimpuan banyak yang diasuh oleh keluarga
pengganti (kakek, nenek, atau kerabat), sehingga menimbulkan pertanyaan
tentang sejauh mana pengasuhan tersebut sesuai dengan prinsip kewajiban
orang tua dalam KHI.

4. Terjadi kesenjangan antara ketentuan normatif dalam KHI dengan realitas
sosial; secara hukum Islam orang tua wajib mendidik dan memelihara
anak, tetapi dalam kenyataan orang tua tidak selalu dapat menjalankan
kewajiban itu karena bekerja di luar negeri.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan
batasan masalah yaitu hanya meneliti tentang Pemenuhan Kewajiban Orang

Tua PMI Terhadap Anak Perspektif KHI Studi Kasus Kota Padangsidimpuan

D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan kewajiban orang tua pekerja migran
Indonesia di padangsidimpuan terhadap anak?

2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan
kewajiban orang tua pekerja migran Indonesia Di kota padangsidimpuan

terhadap anak?



E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemenuhan kewajiban orang tua
PMI terhadap anak di padangsidimpuan
2. Untuk mengetahui bagaimana padangan kompilasi hukum islam terhadap
pemenuhan kewajiban orang tua PMI di Padangsidimpuan.
F. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti dari hasil
penelitian ini adalah:
1. Bagi Akademis
Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan dikajian ilmiah di
bidang hukum keluarga islam khususnya yang membahas tentang bentuk
pemenuhan kewajiban orang tua pekerja migran Indonesia di kota
padangsidimpuan
2. Bagi Praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi

masyarakat luas serta menjadi informasi mengenai penelitian ini.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori
1. Konsep Keluarga dalam Islam
a. Pengertian Keluarga Dalam Islam

Keluarga merupakan salah satu dasar atas terbentuknya
masyarakat, keluarga merupakan unit atau satuan masyarakat yang
terkecil, dan juga disebut kelompok sosial terkecil dalam masyarakat.
Dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering di sebut
sebagai primary group®. Dari Kumpulankumpulan keluarga akan
melahirkan suatu masyarakat, maka gambaran suatu keluarga
merupakan gambaran suatu masyarakat. Dalam upaya untuk
membentuk suatu masyarakat harus dimulai dari pembentukan suatu
keluarga. Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala segi
kehidupan dan tentunya menganjurkan umatnya untuk saling menjaga
hubungan dengan baik antara sesama manusia. Dalam Islam
berkeluarga harus dimulai dari ajaran-ajaran keluarga Islam,
bagaimana sebenarnya fungsi keluarga dalam Islam dan tugas keluarga
dalam Islam, bagaimana harus mendasari dalam membimbing dan
membuat keluarga’ Islam dalam tantangan zaman yang penuh dengan

ancaman maupun tantangan.

® Herwantiyoko, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta: Gunadarma, 1996),46
" Muhammad Al-Madani, Syaikh Muhammad Al-Madani. Masyarakat Ideal dalam
Persfektif Surat an-Nisa, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002) , 43
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Keluarga terdiri dari suami-istri dan anak, keluarga merupakan
kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, tempat dimulainya
pembelajaran terhadap individu, seorang individu tumbuh dan
berkembang sejak lahir, sehingga karakternya dan sifatnya terbentuk
sesuai dengan keluarganya. Keluarga berperan Sebagai lembaga yang
meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Kebiasaan orang tua yang
mengajak anaknya ke masjid adalah langkah yang baik dari keluarga
dalam upaya membentuk karakter anak sebagai makhluk religius. Dan
pendidikan dalam lingkungan keluarga bisa menjadikan kehidupan
emosional anak untuk tumbuh dan berkembang. Kehidupan emosional
ini sangat penting untuk pembentukkan kepribadian anak®

Sebagai ruang awal dan utama bagi anak, keberadaan keluarga
dalam proses pembentukan kepribadian anak sangat penting. orang tua
memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap anak, ini bisa di lihat
dari bagaimana cara orang tua mewariskan cara berpikir terhadap
anak-anaknya, orang tua bisa di katakan mentor pertama bagi anak
yang sedang menjalin hubungan serta memberikan perhatian secara
mendalam, baik positif atau negatif yang berpengaruh terhadap
perkembangan kepribadian anak. Bagi anak pada umumnya,
lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh,
setelah itu sekolah dan kemudian masyarakat tempatnya bergaul.

Keluarga merupakan lingkungan pertam bagi anak, oleh sebab itu

8 Fuad, Ikhsan, Dasar-Dasar Kependidikan(Jakarta: Rineka Putra, 2005), 18
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keberadaan keluarga dalam berkembangnya kepribadian anak
sangatlah penting
Dengan demikian, pengertian keluarga menurut dalam islam
tidak terbatas pada hubungan darah atau ikatan lahiriah saja, tetapi juga
mengandung dimensi spiritual dan moral. Keluarga adalah wadah
pertama bagi manusia dalam belajar tentang tauhid, akhlak, dan nilai-
nilai kehidupan. Dari keluarga, lahir generasi yang berkualitas yang
akan menentukan baik atau buruknya masyarakat. Sebagaimana
pepatah Arab mengatakan, al-usrah madrasah al-tla (keluarga adalah
sekolah pertama), yang berarti peran keluarga sangat menentukan arah
kehidupan anak di masa depan.
b. Tujuan Pembentukan Keluarga.
Tujuan pembentukan keluarga dalam Islam.
1) Mewujudkan ketenangan hidup (sakinah, mawaddah, rahmah)
Allah menyebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa
tujuan pernikahan dan pembentukan keluarga adalah menghadirkan
ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Keluarga menjadi tempat
bernaung, berbagi, dan saling mendukung dalam kebaikan.®
Dalam perspektif hukum Islam, sakinah tidak hanya
dimaknai sebagai ketenangan lahiriah, tetapi juga ketenangan batin

yang dilandasi iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh

° Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010, him. 33-35
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karena itu, rumah tangga Islam harus dibangun atas dasar tanggung
jawab, saling pengertian, dan ketaatan terhadap hukum syariat
2) Menumbuhkan cinta dan kasih saying (mawaddah wa rahmah)

Selain ketenangan, tujuan pembentukan keluarga Islam
adalah menumbuhkan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang
(rahmah) antara suami dan istri. Mawaddah mengandung makna
cinta yang bersifat emosional dan biologis, sedangkan rahmah
mengandung makna kasih sayang yang melahirkan sikap saling
melindungi, menghormati, dan memaafkan®®.

Hukum Islam memandang bahwa cinta dan kasih sayang
merupakan fondasi utama keharmonisan rumah tangga. Tanpa
mawaddah wa rahmah, keluarga berpotensi mengalami konflik
yang dapat mengarah pada perceraian dan keretakan sosial. Oleh
sebab itu, Islam menekankan pentingnya akhlak mulia, komunikasi
yang baik, dan sikap saling menunaikan hak dan kewajiban.

3) Menjaga kehormatan dan kesucian diri

Tujuan pembentukan keluarga Islam juga berkaitan dengan
upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan yang
dilarang oleh syariat. Pernikahan merupakan sarana yang sah untuk
menyalurkan naluri  biologis manusia secara halal dan

bermartabat??.

10 Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, him. 40-42.
11 Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002, him.
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Dalam hukum Islam, pembentukan keluarga berfungsi
sebagai benteng moral yang melindungi individu dari perzinaan
dan penyimpangan seksual. Dengan demikian, keluarga Islam
berperan penting dalam menjaga tatanan sosial dan moral
masyarakat.

4) Menjaga dan melestarikan keturunan (hifz al-nasl)

Menjaga keturunan (hifz al-nasl) merupakan salah satu
tujuan utama pembentukan keluarga Islam yang sejalan dengan
magashid al-syari’ah. Melalui pernikahan yang sah, keturunan
yang dilahirkan memiliki kejelasan nasab, hak waris, serta
perlindungan hukum??,

Hukum Islam menegaskan bahwa orang tua memiliki
kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi hak-hak
anak, baik secara materiil maupun spiritual. Keluarga menjadi
institusi pertama dalam pembentukan karakter dan kepribadian
anak sebagai generasi penerus umat.

5) Pendidikan dan pembinaan akhlak generasi

Tujuan penting lainnya dari pembentukan keluarga Islam
adalah sebagai sarana pendidikan dan pembinaan akhlak
generasi®®. Orang tua berkewajiban menanamkan nilai-nilai tauhid,

ibadah, dan akhlak mulia kepada anak sejak dini.

12 Al-Syatibi, Al-Muwafagat, Beirut: Dar al-Kutub al-1imiyah, him. 121-123.
13 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, him.
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Hukum Islam menempatkan keluarga sebagai lembaga pendidikan
pertama dan utama. Keberhasilan pendidikan dalam keluarga akan
sangat menentukan kualitas individu dan masyarakat secara
keseluruhan. Oleh karena itu, keluarga Islam diharapkan mampu
melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, dan bertanggung
jawab

c. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak
Dalam hukum Islam, hubungan orang tua dan anak bukan
sekadar ikatan darah, melainkan sebuah amanah dari Allah SWT yang
harus dijaga dan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Anak
merupakan titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di
hadapan Allah, sehingga orang tua memiliki kewajiban moral,
spiritual, dan hukum untuk memenuhi hak-hak anaknya. Sebaliknya,
anak memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan, kasih sayang,
pendidikan, dan perlindungan yang memadai dari orang tuanya.
Dengan kata lain, hak anak adalah kewajiban orang tua, sementara

kewajiban anak adalah hak orang tua..#
perspektif hukum Islam, orang tua tidak boleh menyerahkan
sepenuhnya pendidikan anak kepada pihak luar, tetapi harus terlibat

aktif dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi teladan.

14 M. Asnawi, “Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal
Hukum Keluarga Islam, Vol. 8, No. 2 (2021), him. 134-148.
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Pendidikan menjadi hak anak sekaligus kewajiban orang tua yang akan
menentukan arah kehidupannya di masa depan.®

d. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu rujukan
hukum positif di Indonesia yang menjadi pedoman dalam
menyelesaikan masalah keluarga bagi umat Islam. Di dalamnya,
terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak
yang menegaskan pentingnya peran orang tua dalam menjaga,
mendidik, dan merawat anak. Pasal 77 KHI menyebutkan bahwa anak
yang belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri berada di bawah
kekuasaan orang tuanya sampai ia menikah atau mampu hidup
mandiri.*® Ketentuan ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki
kewajiban hukum untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya hingga
mereka benar-benar siap menghadapi kehidupan.

Kewajiban utama orang tua dalam KHI mencakup
pemeliharaan dan pendidikan anak. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang dijadikan dasar dalam KHI menegaskan bahwa
kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya. Hal ini berarti bahwa orang tua harus memastikan

anak mendapatkan pendidikan agama, moral, serta pengetahuan umum

15 D. Susilawati, Migrasi TKI dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Malang:
UMM Press, 2021), him. 88.

16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004).
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agar dapat berkembang sebagai pribadi yang mandiri dan berakhlak
mulia. Pendidikan tidak hanya diartikan sebatas sekolah formal, tetapi
juga pembinaan karakter, pembiasaan ibadah, serta penanaman nilai-
nilai Islam.’

Selain kewajiban mendidik, KHI juga mengatur kewajiban
orang tua dalam memberikan nafkah yang layak bagi anak. Pasal 80
ayat (4) KHI menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara
dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, kecuali apabila mereka
telah dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bentuk pemeliharaan ini
mencakup pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal, serta
kesehatan anak. Kewajiban tersebut harus dipenuhi sesuai dengan
kemampuan ekonomi orang tua, tetapi tidak boleh diabaikan dengan
alasan apapun. Nafkah ini merupakan hak anak yang melekat sejak
lahir hingga dewasa, dan jika diabaikan dapat menimbulkan akibat
hukum bagi orang tua.

KHI juga menekankan aspek perlindungan hukum terhadap
anak. Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah
mumayyiz dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.
Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan yang seimbang
antara hak anak dan kewajiban orang tua. Anak berhak mendapatkan

pengasuhan terbaik, sementara orang tua tidak boleh saling

1 F. Rahman, “Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak,” Jurnal Tarbiyah
Islamiyah, Vol. 5, No. 1 (2020), him. 25-40.
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mengabaikan kewajiban hanya karena adanya perbedaan status,
misalnya setelah perceraian. Dengan demikian, KHI menempatkan
kepentingan anak sebagai prioritas utama yang harus dijaga.

Secara keseluruhan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak
dalam KHI meliputi pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan
pemberian nafkah hingga anak dewasa. Ketentuan ini menegaskan
bahwa orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas
tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.
Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka selain melanggar norma
agama, orang tua juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku di
Indonesia. Oleh sebab itu, KHI hadir sebagai instrumen yang
mempertegas hubungan timbal balik antara hak anak dan kewajiban
orang tua, sekaligus menjaga agar amanah ini benar-benar ditunaikan
sesuai syariat Islam.

2. Pekerja Migran Indonesia (PMI)
a. Pengertia Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara
Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu
dengan menerima upah. Istilah ini diatur dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
yang menggantikan istilah PMI*. Namun, dalam praktik sehari-hari,

istilah PMI masih populer digunakan di kalangan masyarakat. Secara

18 S. Nurhalimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam PMIL” Jurnal Ilmu
Syariah dan Hukum, Vol. 10, No. 1 (2022), him. 77-90.
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konseptual, PMI mencerminkan fenomena migrasi tenaga kerja yang
dipicu oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan struktural.

PMI biasanya berasal dari daerah pedesaan atau perkotaan
dengan tingkat pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja tinggi.
Mereka memilih untuk bekerja di luar negeri dengan harapan
memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada yang bisa mereka
dapatkan di dalam negeri. Negara-negara tujuan utama PMI antara lain
Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, dan negara-negara Timur
Tengah lainnya. Sektor pekerjaan yang banyak digeluti meliputi sektor
domestik seperti asisten rumah tangga, perawatan lansia, hingga sektor
konstruksi dan perkebunan.®

Namun demikian, keberadaan PMI juga menimbulkan
tantangan tersendiri, terutama dalam hal perlindungan hukum. Banyak
PMI yang bekerja dalam kondisi rentan, seperti kasus kekerasan,
eksploitasi, dan pelanggaran hak-hak dasar pekerja?. Oleh karena itu,
konsep PMI tidak hanya dimaknai sebagai fenomena pekerja migran
lintas negara, tetapi juga harus dilihat dari sisi perlindungan hak asasi,
keadilan sosial, serta jaminan keamanan bagi para pekerja.

Dengan demikian, definisi dan konsep PMI mencakup lebih
dari sekadar pekerja Indonesia di luar negeri. PMI adalah fenomena

sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks, melibatkan kepentingan

19 N. Sari, Dampak Migrasi PMI terhadap Pola Asuh Anak di Kabupaten Lombok Timur,
Jurnal Sosiologi, Vol. 8, No. 2 (2020), him. 77-90.

20 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, him.
112.
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keluarga, masyarakat, negara, bahkan hubungan internasional. Oleh
karena itu, pembahasan mengenai PMI tidak bisa dilepaskan dari peran
mereka sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sekaligus subjek
hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara.
b. Sejarah dan Dasar Hukum Pekerja Migran Indonesia
Sejarah Fenomena Pekerja Migran Indonesia (PMI) bukanlah
hal baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Praktik migrasi tenaga kerja
telah berlangsung sejak masa kolonial, ketika penduduk pribumi
dipaksa atau dikontrak untuk bekerja di berbagai wilayah bahkan ke
luar negeri demi kepentingan ekonomi penjajah. Pada masa tersebut,
hubungan kerja berlangsung secara eksploitatif dan tidak didasarkan
pada perlindungan hukum yang memadai. Dari perspektif hukum
Islam??, praktik kerja paksa ini bertentangan dengan prinsip keadilan
dan kemanusiaan, karena Islam menolak segala bentuk penindasan
dalam hubungan kerja. Pasca kemerdekaan, migrasi tenaga kerja ke
luar negeri mulai berlangsung secara lebih terorganisasi pada dekade
1970-an.. Perbedaan gaji antara dalam negeri dan luar negeri sering
menjadi alasan kuat bagi mereka untuk mengambil keputusan ini.
Sejara pekerja migran Indonesia merupakan bagian dari dinamika
sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang berkembang seiring dengan
keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah. Di Kota Padangsidimpuan,

keberadaan PMI muncul sebagai pilihan rasional bagi masyarakat usia

2L Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2014, him. 87.
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produktif untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Dasar hukum
perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara nasional diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia??.
Undang-undang ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab
memberikan perlindungan kepada PMI sebelum bekerja, selama bekerja,
dan setelah kembali ke tanah air. Selain itu, perlindungan PMI juga
berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan teknis
yang dikeluarkan oleh pemerintah Faktor utama yang melatarbelakangi
migrasi kerja ke luar negeri adalah kebutuhan ekonomi, khususnya untuk
memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan masa depan anak.

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu pendorong. Tingkat
pendidikan yang rendah menyebabkan keterbatasan dalam mengakses
pekerjaan formal di dalam negeri. Banyak orang tua dengan latar
belakang pendidikan dasar atau menengah lebih mudah diterima
bekerja di luar negeri sebagai buruh migran daripada bersaing di pasar
kerja domestik yang semakin kompetitif. Dengan keterampilan
terbatas, menjadi PMI dianggap sebagai jalan yang realistis. 2

Dengan demikian, pendorong orang tua menjadi PMI tidak
hanya terbatas pada masalah ekonomi, tetapi juga mencakup faktor
sosial, pendidikan, dan struktural. Kompleksitas faktor ini menjelaskan

mengapa keputusan menjadi PMI bukanlah pilihan sederhana,

22 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, him. 145
23 N. Sari, Dampak Migrasi TKI terhadap Pola Asuh Anak di Kabupaten Lombok Timur,
Jurnal Sosiologi, Vol. 8, No. 2 (2020), him. 77-90.
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melainkan hasil dari pertimbangan multidimensi yang berkaitan
dengan kebutuhan hidup, masa depan anak, dan kondisi sosial di
sekitar mereka.

c. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah Indonesia memiliki peran strategis dalam mengatur
dan melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) melalui berbagai
kebijakan dan regulasi. Kebijakan tersebut lahir sebagai respons
terhadap tingginya angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang
didorong oleh faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja di
dalam negeri?*. Pemerintah memandang bahwa pekerja migran
merupakan bagian dari pembangunan nasional karena kontribusinya
terhadap devisa negara, sehingga keberadaan regulasi yang
komprehensif menjadi suatu keharusan.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang paling penting
adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia®. Undang-undang ini
menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memberikan
perlindungan kepada pekerja migran sebelum bekerja, selama bekerja,
dan setelah bekerja. Perlindungan tersebut mencakup aspek hukum,
ekonomi, dan sosial, termasuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga

pekerja migran yang ditinggalkan di tanah air.

24 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2014, him. 102.

%5 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, him.
119.



21

Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga khusus yang
menangani penempatan dan perlindungan pekerja migran, yaitu Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Lembaga ini
bertugas memastikan proses penempatan tenaga kerja dilakukan secara
legal, aman, dan manusiawi. Melalui BP2MI, pemerintah berupaya
meminimalkan praktik penempatan ilegal yang sering kali merugikan
pekerja migran dan keluarganya, baik secara ekonomi maupun sosial.

Kebijakan pemerintah terhadap PMI juga perlu dipahami dalam
kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun KHI
tidak secara khusus mengatur pekerja migran, namun prinsip-prinsip
yang terkandung di dalamnya memberikan dasar normatif penting,
terutama terkait tanggung jawab keluarga dan perlindungan hak
anggota keluarga?®.Pasal 80 KHI ditegaskan bahwa suami bertanggung
jawab melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga
sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini relevan dengan kebijakan
PMI, karena bekerja ke luar negeri sering kali dilakukan untuk
memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga.

Selain itu KHI juga menekankan kewajiban orang tua terhadap
anak, baik dalam pemeliharaan, pendidikan, maupun perlindungan.
Ketika orang tua menjadi pekerja migran, kebijakan pemerintah

seharusnya memastikan bahwa hak-hak keluarga yang ditinggalkan,

26 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 dan Pasal 77.
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khususnya anak, tetap terlindungi®’. Dengan demikian, kebijakan

perlindungan PMI tidak dapat dipisahkan dari perlindungan keluarg

PMI sebagaimana sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

KHI.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Penelitian pertama berjudul “Hak Anak TKI dalam Perspektif Hukum
Islam” yang dilakukan oleh Pratama (2021). Penelitian ini menggunakan
metode normatif yuridis, dimana peneliti meneliti dokumen, literatur, dan
aturan hukum yang relevan untuk memahami hak-hak anak TKI dari sudut
pandang hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun
anak-anak yang orang tuanya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar
negeri, mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, seperti hak
atas nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari orang tua maupun negara.
Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak sesuai dengan
ajaran agama dan ketentuan hukum yang berlaku agar anak-anak tersebut
mendapatkan perlakuan yang adil dan memenuhi hak asasi mereka. 28

Penelitian kedua berjudul “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak
Menurut Kompilasi Hukum Islam” yang dilakukan oleh Fitriani (2022).
Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka, yakni menganalisis berbagai

literatur hukum Islam dan dokumen terkait untuk mengidentifikasi kewajiban

27 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, him. 158.
28 A, Pratama, Hak Anak TKI dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol.
12, No. 1 (2021), him. 45-60
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orang tua terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI), orang tua memiliki kewajiban utama untuk
memberikan pendidikan, nafkah, perlindungan, dan kasih sayang kepada anak
mereka sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdikari. Penelitian ini
menegaskan bahwa kewajiban orang tua tidak hanya terbatas pada aspek
materi, tetapi juga aspek moral dan pendidikan, serta perlindungan hak asasi
anak sesuai syariat Islam. 2°

Penelitian ketiga berjudul “Problematika Anak TKI dalam Pendidikan
di Kota Medan” yang dilakukan oleh Rahman (2021). Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif, dengan wawancara dan observasi
terhadap anak-anak TKI dan orang tua mereka di Kota Medan. Hasil dari
penelitian ini mengungkapkan bahwa anak-anak TKI menghadapi berbagai
kendala dalam pendidikan, seperti kurangnya pendampingan belajar dari orang
tua yang bekerja di luar negeri, keterbatasan akses terhadap fasilitas
pendidikan yang memadai, dan risiko mengalami penurunan prestasi
akademik. Selain itu, mereka juga rentan mengalami masalah psikologis dan
sosial karena jarak yang jauh dari orang tua dan ketidakpastian ekonomi
keluarga. Penelitian ini menyarankan perlunya dukungan dari pemerintah dan
masyarakat agar anak-anak TKI tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan

perlindungan hak mereka. %

2 R, Fitriani, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam,
Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5, No. 3 (2022), him. 102-118.

% Y. Rahman, Problematika Anak TKI dalam Pendidikan di Kota Medan, Jurnal
Pendidikan dan Sosial, Vol. 9, No. 1 (2021), him. 55-70.
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Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian
ini adalah sebagai berikut:

a. Persamaan penelitian oleh Sari, N. (2020) dengan penelitian ini sama-sama
membahas dampak kepergian orang tua sebagai TKI terhadap anak,
khususnya dalam aspek pengasuhan. Perbedaannya, penelitian Sari lebih
menekankan pada perubahan pola asuh anak yang ditinggalkan, sedangkan
penelitian ini menitikberatkan pada hak dan kewajiban orang tua menurut
perspektif KHI.

b. Persamaan penelitian oleh Pratama, A. (2021) dengan penelitian ini sama-
sama meninjau hak anak TKI dalam perspektif hukum Islam. Namun
perbedaannya, penelitian Pratama lebih bersifat normatif yuridis dengan kajian
pustaka, sedangkan penelitian ini lebih aplikatif karena menggunakan studi
kasus di Kota Padangsidimpuan.

c. Persamaan penelitian oleh Fitriani, R. (2022) dengan penelitian ini sama-sama
membahas kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan Kompilasi Hukum
Islam. Perbedaannya, penelitian Fitriani hanya menekankan aspek kewajiban
orang tua, sedangkan penelitian ini membahas secara menyeluruh hak dan
kewajiban orang tua TKI terhadap anak.

d. Persamaan penelitian oleh Rahman, Y. (2021) dengan penelitian ini sama-
sama mengkaji permasalahan pendidikan anak TKI. Perbedaannya, penelitian
Rahman fokus pada dampak pendidikan anak TKI secara umum, sedangkan
penelitian ini melihat bagaimana kewajiban pendidikan anak tetap harus

dipenuhi oleh orang tua menurut KHI meskipun bekerja sebagai TKI.
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Persamaan penelitian oleh Dewi, M. (2023) dengan penelitian ini sama-sama
membahas perlindungan hukum terhadap anak TKI. Namun perbedaannya,
penelitian Dewi menekankan pada peran negara melalui Undang-Undang
Perlindungan Anak, sementara penelitian ini menitikberatkan pada kewajiban

orang tua berdasarkan hukum Islam dalam KHI.
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METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penlitian
Waktu penelitian ini mulai dari September 2025 Sampai Januari
Tempat penelitian ini adalah di kota Padangsidimpuan.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini mengunakan jenis penelitian lapangan yang langsung
terjut untuk melihat fenomena kewajiban orang tua migrasi terhadap anak
anak yang ditinggalkan di padangsidimpuan.penelitian ini akan menjelaskan
data secara deskrtif mengambarkan secara jelas bagaimana kehidupan pekerja
migran Indonesia termasuk melihat pola asuh anak dan pemenuhan kewajiban
anak..

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh biasanya yang ditemukan
melalui pengamatan, wawancara, atau analisis dokumen. Penelitian kualitatif
berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks dan kompleksitas suatu
masalah.3!

C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini terdiri dari informan yang terlibat dalam
penyelesaian pemenuhan kewajiban orang tua pmi adapun subjek penelitian

adalah pengasuhnya, orang tua ,tokoh agama ,anak yang ditinggalka orang tua

31 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),
him.6-7

26



27

pmi yang tidak bekerja lagi data terhadap variabel yang dipermasalahkan.
dalam suatu penelitian.®? dan ahli hukum Kota Padangsidimpuan.
D. Sumber Data
Data yang dibutuhkan didalam penelitian adalah di peroleh pengumpulan
data cara yang dilakukan penelitian lapangan yakni pengasuhan, anaknya orang
tua tki .Dalam penelitian ini ada dua data yang dikumpulkan terdiri dari data
primer dan sekudender.
1. Data Primer
Data Primer adalah di peroleh dari lapangan melalui informan yakni
wawancara kepada pengasuhnya ,orang tua ,tokoh agama.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang
berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini
disebut juga dengan data yang tersedia. Data sekunder berupa jurnal, buku,
laporan, dan dokumen sebagai data pelengkap dalam penelitian yang
dilakukan.
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa data
observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun perlu disadari bahwa data
kualitatif sebenarnya bersifat subjektif.3®> Adapun ketiga teknik pengumpulan

data ini akan dijelaskan sebagai berikut:

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), him.
35.

3 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
(Bandung: Alfabeta, 2012), him 193.
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1. Wawancara
Wawancara yang dilakukan kepada pengasuhnya ,orang tua, dan tokoh
agama.
2. Observasi
Sebenarnya observasi atau pengamatan dalam pengumpulan data hanya
merupakan suplemen dari wawancara, sehingga ada sebagian peneliti yang
berpandangan bahwa tak perlu melakukan observasi jika wawancara dirasa
sudah memberikan hasil yang lengkap dan mempunyai nilai kebenaran yang
dapat dipertanggung jawabkan. Namun demikian, peneliti dalam penelitian
ini melaksanakan keduanya dalam rangka mendapatkan data seperti lokasi
atau posisi tempat penelitian yang ada di lapangan
3. Dokumentasi
Penggunaan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang
bersumber dari manusia yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal
memanfaatkannya untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil
wawancara dan observasi®*.
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data
Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data
yang akurat adalah pengecekan keabsahan data menggunakan trianggulasi.
Trianggulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain. Teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

% Ibid., him. 194.
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a. Tringgulasi Sumber
Triangulasi Sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.® Seperti
membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
membandingkan apa yang dilakukan orang dengan apa yang dikatakan
secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen
yang berkaitan.
b. Tringgulasi Metode
Trianggulasi metode yaitu untuk menganalisa data dan informasi
dengan menggunakan minimal dua metode. Jika informasi atau data dari
wawancara yang berhasil didapatkan perlu diuji kebenarannya dengan
observasi. Kegiatan trianggulasi metode terdiri atas pengecekan derajat
kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tekhnik pengumpulan data
dan pengecekan derajata kepercayaan beberapa sumber data dengan metode
yang sama, Jika di awal peneliti melakukan dengan metode wawancara
untuk tahap selanjutnya peneliti melakukan dengan metode pengamatan
langsung. 3¢
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini dibuat memudahkan penulis dalam menyusun
proposal ini dan agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika

pembahasan peneliti ini adalah:

% Endang Widi Winani, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D (Jakarta:
Bumi Aksara, 2018), him. 184

% ABD. Rahman Rahim, Cara Praktis Penulisan Karya llmiah, (Yogyakarta: Zahir Publishing,
2020), him. 22.
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Pendahuluan pada bagian ini berisi tentang gambaran umum mengenai isi
penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan tentang
masalah dalam penelitian ini, batasan masalah yang membatasi masalah atau
ruang lingkup permasalahan, batasan istilah untuk menghindari terjadinya
kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan
dalam pembahasan, selanjutnya dalam rumusan masalah.

Tinjauan Pustaka pada bagian ini berisi tentang landasan teori yang
menjelaskan uraian-uraian tentang teori dari masing-masing variabel dari berbagai
refrensi yang berbeda, kemudian penelitian ini diperkuat dengan penelitian
terdahulu.

Metodologi Penelitian pada bagian ini berisi tentang metodologi penelitian
yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian. Kemudian jenis penelitian yang
dilakukan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan

pengumpulan data dari buku, jurnal penelitian, wawancara dalam penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Pekerja Migran Indonesia di kota Padangsidimpuan

Pekerja migran Indonesia merupakan bagian dari dinamika sosial
ekonomi masyarakat Indonesia yang berkembang seiring dengan
keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah. Di Kota Padangsidimpuan,
keberadaan PMI muncul sebagai pilihan rasional bagi masyarakat usia
produktif untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Faktor utama yang
melatarbelakangi migrasi kerja ke luar negeri adalah kebutuhan ekonomi,
khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan masa
depan anak?'.

penelitian kualitatif ini, informan dipilih secara purposive, yaitu
mereka yang dianggap paling mengetahui dan mengalami secara langsung
fenomena keluarga PMI di Kota Padangsidimpuan. Informan terdiri dari
orang tua TKI, anak TKI, pengasuh (keluarga pengganti), serta tokoh/ahli
hukum Islam setempat.

Informan orang tua TKI terdiri dari seorang ibu yang bekerja di
luar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni antara lima
hingga tujuh tahun. Lama waktu bekerja sebagai TKI ini menunjukkan
bahwa kepergian orang tua bukan bersifat sementara, melainkan

berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi tersebut berdampak langsung

115.

87 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, him.
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32

pada pola pengasuhan anak serta hubungan emosional antara orang

Indonesia

Tenaga Kerja

No Kode Status Jenis Usia = Hubungan Lama
Informan Informan Kelamin dengan Orang Tua
Anak Menjadi
TKI
1 101 Orang Tua Perempuan | 39 Ibu 5 tahun
TKI (Ibu) tahun | kandung
2 | 1-02 Orang Tua Perempuan | 37 Ibu 4 tahun
TKI (Ibu) tahun | kandung
3 103 Anak TKI Laki-laki 12 Anak Orang tua
tahun | kandung TKI 6
tahun
4 | 1-04 Anak TKI Perempuan | 15 Anak Orang tua
tahun | kandung TKI 8
tahun
5 1-05 Pengasuh Perempuan | 60 Nenek Anak
tahun diasuh 6
tahun
6 | 1-06 Pengasuh Laki-laki 63 Kakek Anak
tahun diasuh 7
tahun
7 107 Tokoh Laki-laki 50 Tidak —
Agama/Ahli tahun | langsung
Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti di
Kota Padangsidimpuan, diperoleh gambaran bahwa jumlah keluarga
dengan orang tua yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI)
tersebar di beberapa wilayah, khususnya di Kecamatan Padangsidimpuan

Tenggara. Beberapa daerah yang menjadi fokus penelitian antara lain
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Kelurahan simarpinggan, Lingkungan | Panyanggar, Kelurahan
Hutaimbaru, serta Purbatua. Wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah
yang secara sosial-ekonomi memiliki tingkat migrasi kerja yang cukup
tinggi dibandingkan wilayah lain di Kota Padangsidimpuan.

Informan anak PMI yang diwawancarai berada pada rentang usia
12 hingga 18 tahun, yaitu usia anak dan remaja awal. Usia ini merupakan
fase penting dalam perkembangan psikologis dan emosional anak,
sehingga kehadiran orang tua sangat dibutuhkan. Anak-anak dalam
kategori usia ini cenderung membutuhkan bimbingan, pengawasan, dan
perhatian yang lebih baik dalam pendidikan maupun pembentukan
karakter.

Rata-rata anak dari keluarga PMI di wilayah tersebut tidak tinggal
bersama orang tua kandung selama masa kerja migrasi berlangsung.
Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar anak dititipkan kepada
keluarga terdekat, terutama nenek dan kakek dari pihak ibu maupun ayah.
Selain itu, terdapat pula anak yang diasuh oleh saudara kandung orang tua,
seperti bibi atau paman. Pola pengasuhan oleh keluarga besar ini menjadi
solusi sosial yang umum diterapkan masyarakat Padangsidimpuan dalam
menghadapi ketidakhadiran orang tua akibat bekerja di luar negeri.

Dalam hal pengiriman nafkah, rata-rata orang tua PMI
mengirimkan uang secara rutin setiap bulan. Besaran pengiriman
tergantung jenis pekerjaan dan negara tujuan, namun secara umum

berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 per bulan. Dana tersebut
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digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, biaya pendidikan,
kebutuhan kesehatan, serta sebagian ditabung untuk masa depan keluarga.
Meskipun kebutuhan materi relatif terpenuhi, hasil wawancara
menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan emosional dan pendampingan
langsung masih menjadi tantangan utama dalam keluarga PMI.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa fenomena
PMI di wilayah Padangsidimpuan Tenggara, Panyanggar, Hutaimbaru, dan
Purbatua bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi keluarga, tetapi
juga memengaruhi pola pengasuhan dan dinamika hubungan antara orang
tua dan anak. Oleh karena itu, realitas sosial ini menjadi penting untuk
dianalisis lebih lanjut dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam,
khususnya terkait pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak baik
secara materi maupun non-materi.

Keputusan orang tua untuk menjadi PMI membawa dampak besar
bagi keluarga, baik secara positif maupun negatif. Dari sisi ekonomi,
keluarga PMI biasanya mengalami peningkatan taraf hidup. Remitansi
yang dikirimkan oleh orang tua dari luar negeri dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan pokok, membiayai pendidikan anak, 28

Namun demikian, peningkatan ekonomi tersebut tidak selalu
diiringi dengan optimalnya pola pengasuhan anak.

Selain itu, secara psikologis ditemukan bahwa beberapa anak

mengalami perasaan rindu, kesepian, dan kurang diperhatikan meskipun

3 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, (Yogyakarta:
ACAdeMIA, 2016), him. 98.
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kebutuhan materi terpenuhi. Anak-anak pada usia remaja khususnya
membutuhkan figur orang tua dalam proses pembentukan identitas dan
kontrol sosial. Ketika pengawasan langsung berkurang, anak lebih rentan
terhadap pengaruh lingkungan sekitar. * Dari aspek ekonomi, temuan
penelitian menunjukkan bahwa migrasi kerja memberikan dampak positif
yang cukup bagi keluarga pekerja migran di Kota Padangsidimpuan.
Kiriman uang dari orang tua yang bekerja di luar negeri mampu
meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, terutama dalam pemenuhan
kebutuhan dasar . Sebagian besar keluarga menyatakan bahwa kondisi
ekonomi mereka menjadi lebih stabil dibandingkan sebelum menjad
migrasi .

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, dampak ekonomi positif juga
terlihat dalam bidang pendidikan anak. Biaya sekolah, perlengkapan
belajar, dan kebutuhan pendidikan lainnya relatif terpenuhi. Penelitian
menemukan bahwa anak-anak pekerja migran memiliki peluang lebih
besar untuk melanjutkan pendidikan karena dukungan finansial dari orang
tua yang bekerja di luar negeri.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa
peningkatan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pengelolaan keuangan
yang baik. Dalam beberapa kasus, keluarga mengalami kesulitan dalam

mengatur keuangan kiriman dari orang tua TKI, sehingga dana yang ada

39 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2014, him. 87.

40 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2014, him. 102.
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tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan jangka panjang,
termasuk tabungan pendidikan anak.*

Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap hasil kerja migran
menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Sebagian keluarga menjadi
sangat bergantung pada kiriman uang dari luar negeri, sehingga tidak
mengembangkan sumber penghasilan alternatif di dalam negeri. Kondisi
ini berpotensi menimbulkan masalah ekonomi ketika masa kerja migran
berakhir.

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak
ekonomi migrasi kerja bersifat ambivalen. Di satu sisi meningkatkan
kesejahteraan ekonomi keluarga, namun di sisi lain berpotensi
menimbulkan ketergantungan dan masalah pengelolaan keuangan jika
tidak diimbangi dengan perencanaan ekonomi keluarga yang matang.

Dampak psikologis merupakan salah satu temuan penting dalam
penelitian ini, terutama yang dirasakan oleh anak-anak pekerja migran di
Kota Padangsidimpuan. Anak-anak TKI cenderung mengalami perasaan
kehilangan figur orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun
kebutuhan materi terpenuhi, ketidakhadiran orang tua secara fisik
menimbulkan perasaan rindu, kesepian, dan kurang diperhatikan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa anak-anak TKI mengalami
kesulitan dalam mengekspresikan emosi dan permasalahan pribadi. Karena

keterbatasan komunikasi dengan orang tua, anak lebih sering memendam

119.

41 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, him.
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masalah sendiri atau hanya berbagi dengan pengasuh. Kondisi ini
berpotensi memengaruhi perkembangan emosional dan kepercayaan diri
anak dalam jangka panjang.*?

Dampak psikologis juga dirasakan oleh orang tua pekerja migran.
Orang tua sering mengalami perasaan bersalah, cemas, dan khawatir
terhadap kondisi anak yang ditinggalkan. Rasa tidak tenang ini muncul
karena orang tua tidak dapat memantau perkembangan anak secara
langsung, terutama dalam aspek pendidikan dan pergaulan.

Selain itu, penelitian menemukan adanya tekanan psikologis pada
anak dalam bentuk tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anak
seusianya. Beberapa anak TKI merasa harus bersikap mandiri lebih cepat
karena tidak adanya orang tua di rumah. Kondisi ini dapat berdampak
positif dalam hal kemandirian, namun juga berpotensi menimbulkan stres
dan beban psikologis.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa
migrasi kerja orang tua membawa dampak psikologis yang kompleks bagi
anak dan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan
psikologis dan penguatan komunikasi keluarga agar dampak negatif dapat
diminimalkan dan kesejahteraan psikologis anak tetap terjaga.

. Pola Pengasuhan yang Ditemukan
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan para

informan, ditemukan bahwa pola pengasuhan anak dalam keluarga PMI di

42 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, him. 158.
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Kota Padangsidimpuan mengalami pergeseran dari pola pengasuhan orang
tua kandung ke pola pengasuhan keluarga pengganti. Anak-anak yang
orang tuanya bekerja sebagai PMI umumnya tidak diasuh secara langsung
oleh ayah dan ibu, melainkan oleh kakek, nenek*, atau kerabat dekat.
Pergeseran pola pengasuhan ini terjadi karena keterbatasan kehadiran fisik
orang tua yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama.

Hasil wawancara dengan informan pengasuh menunjukkan bahwa
pengasuhan yang mereka lakukan lebih menekankan pada pemenuhan
kebutuhan dasar anak, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.
Pengasuh berupaya memberikan perhatian sesuai kemampuan mereka,
namun mengakui bahwa peran tersebut tidak dapat sepenuhnya
menggantikan peran orang tua kandung. orang tua sebagai pekerja migran
di Kota Padangsidimpuan membawa dampak sosial yang cukup bagi
kehidupan keluarga, khususnya anak-anak yang ditinggalkan. Salah satu
temuan utama penelitian menunjukkan terjadinya perubahan struktur dan
pola relasi dalam keluarga. Ketidakhadiran orang tua menyebabkan peran
sosial dalam keluarga mengalami pergeseran, di mana fungsi orang tua
digantikan oleh anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, atau kerabat
dekatDalam observasi lapangan, terlihat bahwa anak-anak PMI cenderung
lebih mandiri dalam aktivitas sehari-hari, tetapi pada saat yang sama

menunjukkan keterbatasan dalam mendapatkan pendampingan emosional.
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Dari hasil wawancara dengan anak TKI, sebagian besar anak
menyatakan bahwa mereka jarang berkomunikasi secara langsung dengan
orang tua. Komunikasi biasanya dilakukan melalui telepon atau video call
dalam waktu yang terbatas*. Anak-anak mengungkapkan rasa rindu
terhadap orang tua, namun juga mengaku telah terbiasa dengan kondisi
tersebut. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi anak terhadap pola
pengasuhan jarak jauh, meskipun secara emosional kebutuhan anak belum
sepenuhnya terpenuhi.

Pola pengasuhan yang ditemukan juga memperlihatkan adanya
perbedaan antara pengasuhan materi dan non-materi. Berdasarkan
observasi, kebutuhan ekonomi anak relatif terpenuhi melalui kiriman uang
dari orang tua PMI. Namun, dalam aspek pengawasan pendidikan dan
pembinaan akhlak, peran orang tua tidak dapat dijalankan secara optimal.
Pengasuh sering kali mengalami keterbatasan dalam mendampingi proses
belajar anak dan mengawasi pergaulan mereka, terutama ketika anak
memasuki usia remaja.

Hasil wawancara dengan orang tua PMI menunjukkan bahwa
mereka menyadari adanya Kketerbatasan dalam menjalankan peran
pengasuhan secara langsung. Orang tua berupaya menggantikan kehadiran
fisik dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan komunikasi jarak jauh.

Namun, mereka juga mengakui bahwa komunikasi melalui media

4 Hasi wawancara dengan anak pekerja migran Indonesia yaitu Yulandari pada desember 2025
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teknologi tidak mampu sepenuhnya menggantikan kehadiran langsung
dalam mendidik dan membimbing anak.

Selain itu, pola pengasuhan yang ditemukan juga dipengaruhi oleh
latar belakang pendidikan dan usia pengasuh. Dalam beberapa kasus,
pengasuh yang sudah lanjut usia mengalami kesulitan dalam mengikuti
perkembangan anak, baik dalam hal pendidikan maupun penggunaan
teknologi. Kondisi ini berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap
aktivitas anak, sehingga anak lebih bebas dalam menggunakan waktu dan
pergaulan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pola pengasuhan anak PMI di Kota
Padangsidimpuan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara
pemenuhan kebutuhan materi dan kebutuhan emosional serta pendidikan
anak. Berdasarkan observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa
pengasuhan oleh keluarga pengganti mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa wilayah
Kota Padangsidimpuan, ditemukan bahwa kepergian orang tua sebagai
Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan dampak terhadap kehidupan
keluarga. Dari sisi ekonomi, mayoritas informan menyatakan bahwa
kondisi ekonomi keluarga mengalami peningkatan setelah orang tua
bekerja di luar negeri. Penghasilan yang diperoleh relatif lebih besar
dibandingkan pekerjaan sebelumnya di daerah asal. Hal ini terlihat dari
terpenuhinya kebutuhan dasar anak seperti makanan yang lebih layak,

biaya pendidikan yang tercukupi, perbaikan tempat tinggal, serta
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kemampuan membeli kebutuhan sekunder lainnya. Dengan demikian,
secara ekonomi dapat disimpulkan bahwa migrasi kerja memberikan
kontribusi positif terhadap kesejahteraan material keluarga.
B. Bentuk Pemenuhan Kewajiban Orang Tua PMI Terhadap di
Padangsidimpuan
Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara
mendalam dengan orang tua PMI di Kota Padangsidimpuan, ditemukan
bahwa pemenuhan kewajiban terhadap anak pada umumnya lebih
dipahami dalam bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam perspektif
Kompilasi Hukum Islam (KHI), kondisi ini menunjukkan adanya
ketidakseimbangan dalam pemenuhan kewajiban orang tua. KHI
menegaskan bahwa kewajiban orang tua tidak hanya terbatas pada
pemberian nafkah, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pendidikan,
perlindungan, dan pembinaan akhlak anak. Oleh karena itu, meskipun
kewajiban nafkah telah terpenuhi, kewajiban hadhanah (pengasuhan)
belum sepenuhnya terlaksana secara optimal akibat keterbatasan jarak dan
waktu.
Orang tua memandang bahwa bekerja sebagai PMI merupakan
jalan untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak, khususnya
dalam mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan*®. Salah satu informan

menyatakan bahwa keputusan bekerja ke luar negeri diambil demi
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keberlangsungan hidup keluarga dan masa depan anak. Informan tersebut
menjelaskan:
“Saya berangkat ke luar negeri bukan karena ingin meninggalkan
anak, tapi karena keadaan ekonomi. Di sini penghasilan tidak
cukup, sementara anak-anak butuh biaya sekolah, makan, dan
kebutuhan lain. Saya merasa sebagai orang tua, kewajiban saya
adalah mencukupi itu semua, walaupun harus jauh dari anak.”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang tua memaknai kewajiban
utama terhadap anak sebagai pemenuhan nafkah, sebagaimana juga
ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua wajib
menanggung biaya hidup anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa orang tua PMI
berusaha menjalankan kewajiban nafkah secara rutin dan berkelanjutan.
Orang tua menganggap pengiriman uang sebagai bentuk nyata tanggung
jawab mereka terhadap anak.* Seorang informan menjelaskan bahwa ia
secara konsisten mengirimkan uang setiap bulan dan menyesuaikannya
dengan kebutuhan anak. la menyampaikan:
“Setiap bulan saya selalu kirim uang ke rumah. Saya tanya juga
kebutuhan anak apa saja. Kalau ada biaya sekolah, baju, atau sakit,
saya tambah kiriman. Jadi walaupun saya jauh, saya tetap
bertanggung jawab sebagai orang tua.”
Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek pemenuhan kebutuhan
materi, hak anak relatif telah terpenuhi, meskipun orang tua tidak hadir

secara fisik dalam kehidupan sehari-hari anak.Namun demikian, apabila

ditinjau dari perspektif KHI secara menyeluruh, kewajiban orang tua tidak

46 Hasil wawanacara dengan Roma Sari orang tua yang berstatus sebagai mantan pekerja migran
Indonesia pada desember 2025



43

hanya terbatas pada pemenuhan nafkah. Hasil wawancara menunjukkan
bahwa orang tua PMI menyadari adanya keterbatasan dalam menjalankan
kewajiban pengasuhan dan pendidikan secara langsung. Salah satu
informan mengakui bahwa jarak menjadi kendala utama dalam
mendampingi anak. Informan tersebut menyampaikan:

“Kalau soal mendidik dan mendampingi anak, saya akui tidak

maksimal. Saya Cuma bisa menasihati lewat telepon. Tidak bisa

melihat langsung perkembangan anak setiap hari seperti orang tua
yang tinggal serumah.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua dalam
aspek non-materi, seperti pendampingan dan pembinaan karakter anak,
belum terlaksana secara optimal.

Hasil wawancara dengan anak PMI juga memperkuat temuan
tersebut. Anak-anak mengungkapkan bahwa meskipun kebutuhan
ekonomi terpenuhi, mereka merasa kurang mendapatkan perhatian dan
kasih sayang secara langsung dari orang tua. Dampak sosial lain yang
ditemukan adalah melemahnya interaksi langsung antara orang tua dan
anak. Anak-anak TKI di Padangsidimpuan cenderung memiliki intensitas
komunikasi yang rendah dengan orang tua karena keterbatasan jarak dan
waktu. Kondisi ini berdampak pada hubungan emosional yang menjadi
kurang erat, sehingga anak lebih banyak membangun kedekatan sosial

dengan pengasuh atau lingkungan sekitarnya dibandingkan dengan orang

tua kandung.
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Seorang anak TKI menyampaikan bahwa hubungan emosional
dengan orang tua menjadi terbatas akibat jarak yang jauh*’. Anak tersebut
mengatakan:

“Kalau vang memang tidak pernah kurang, tapi saya jarang bicara

sama orang tua. Kadang kalau kangen, Cuma bisa diam sendiri

karena orang tua jauh.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam
aspek emosional belum sepenuhnya terpenuhi, padahal dalam perspektif
KHI, pemeliharaan anak mencakup kasih sayang dan perhatian orang tua.

Selain itu, hasil wawancara dengan anak lainnya menunjukkan
bahwa peran orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak telah banyak
digantikan oleh pengasuh. Anak tersebut menyatakan:

Sejak kecil saya tinggal sama nenek. Kalau ada masalah di sekolah

atau di rumah, saya lebih sering cerita ke nenek, bukan ke orang

tua.”

Kondisi ini menunjukkan adanya peralihan fungsi pengasuhan dari
orang tua kepada keluarga pengganti, yang secara normatif dalam KHI
hanya bersifat sementara dan tidak menghapus tanggung jawab orang tua
kandung.

Wawancara dengan pengasuh anak PMI memperjelas situasi
tersebut. Pengasuh mengungkapkan bahwa mereka menjalankan peran
pengasuhan secara penuh dalam kehidupan sehari-hari anak, Hasil

wawancara menunjukkan bahwa ketidakhadiran orang tua dalam jangka

waktu yang lama berdampak pada berkurangnya interaksi emosional
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antara orang tua dan anak. Anak-anak yang ditinggalkan cenderung diasuh
oleh nenek, kakek, atau kerabat lain yang memiliki keterbatasan dalam
memberikan pendampingan secara maksimal, terutama dalam aspek
pendidikan dan pembinaan karakter. Pola asuh yang sebelumnya dilakukan
langsung oleh orang tua mengalami pergeseran menjadi pola asuh
pengganti, yang tidak sepenuhnya mampu menggantikan fungsi kehadiran
ayah atau ibu secara utuh. mulai dari memenuhi kebutuhan dasar hingga
mendampingi anak  dalam  pendidikan*®,  Pengasuh  tersebut
menyampaikan:

“Anak ini dari kecil sudah sama kami. Orang tuanya kerja ke luar

negeri, jadi kami yang mengurus makan, sekolah, dan aktivitas

sehari-harinya.”

Pengasuh juga mengakui adanya keterbatasan dalam menjalankan
peran tersebut, terutama dalam hal pembinaan karakter dan pengawasan
perilaku anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam
aspek pengasuhan belum sepenuhnya ideal.

hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban orang
tua TKI terhadap anak di Kota Padangsidimpuan lebih dominan pada
aspek materi dibandingkan aspek non-materi. Dalam perspektif Kompilasi
Hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara
kewajiban nafkah dan kewajiban pengasuhan, pendidikan, serta pembinaan

agama anak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya
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upaya orang tua TKI untuk tetap memenuhi hak anak secara utuh, baik
secara materi maupun non-materi, meskipun berada dalam keterbatasan
jarak dan waktu.
C. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban
Orang Tua Pekerja Migran Indonesia
Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kondisi pemenuhan hak
anak PMI di Kota Padangsidimpuan dalam kenyataan sosial menunjukkan
bahwa hak anak lebih banyak terpenuhi pada aspek kebutuhan dasar,
sementara hak-hak lain yang bersifat non-materi masih menghadapi
berbagai keterbatasan. Hak anak seperti kebutuhan makan, pakaian, dan
pendidikan formal relatif terpenuhi melalui kiriman uang dari orang tua
yang bekerja sebagai PMI.* Namun, dalam kehidupan sosial sehari-hari,
anak-anak PMI masih menghadapi kekurangan dalam hal perhatian,
pendampingan, serta kehadiran orang tua dalam proses tumbuh kembang
mereka. Salah satu orang tua PMI menjelaskan secara panjang lebar:
“Kalau soal kebutuhan hidup anak, saya selalu utamakan. Saya
tidak mau anak kekurangan makan atau putus sekolah. Makanya
saya berangkat kerja ke luar negeri. Tapi saya juga sadar, anak
sebenarnya butuh orang tua di rumah, bukan Cuma uang. Cuma
kondisi kami memang seperti ini, mau tidak mau harus dijalani.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orang tua memahami

pemenuhan hak anak secara luas, tetapi terpaksa memprioritaskan aspek

ekonomi karena keterbatasan kondisi. Selain itu, dampak sosial juga
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dirasakan oleh orang tua pekerja migran. Orang tua mengalami
keterbatasan dalam menjalankan peran sosial sebagai ibu di tengah
masyarakat. Mereka tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan keluarga
maupun sosial di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga hubungan sosial
dengan masyarakat menjadi kurang optimal selama masa migrasi.

Hasil wawancara dengan anak TKI memperlihatkan bahwa mereka
merasakan pemenuhan hak secara materi, namun dalam kenyataan sosial
sehari-hari mereka mengalami kekosongan perhatian dan kasih sayang dari
orang tua. Anak-anak mengungkapkan perasaan rindu dan kebutuhan akan
kehadiran orang tua yang tidak dapat tergantikan oleh materi®®. Seorang
anak PMI menyampaikan dengan nada emosional:

“Kalau uang memang tidak pernah kurang, sekolah juga jalan. Tapi

rasanya beda kalau tidak ada orang tua di rumah. Kadang saya

ingin cerita soal sekolah atau masalah saya, tapi orang tua jauh.

Jadi saya simpan sendiri atau cerita ke nenek.

Jawaban ini menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapatkan
perhatian dan perlindungan emosional belum terpenuhi secara optimal
dalam realitas sosial yang mereka alami.

Selain itu, wawancara dengan anak PMI lainnya menunjukkan
bahwa Kketidakhadiran orang tua memengaruhi kehidupan sosial dan
psikologis anak®!. Anak tersebut mengaku merasa kurang percaya diri dan

merasa berbeda dibandingkan teman-temannya yang tinggal bersama

orang tua. Anak tersebut menjelaskan:
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“Saya sering iri lihat teman-teman dijemput orang tuanya atau
dinasihati langsung. Kalau saya, semua diurus nenek. Kadang saya
merasa seperti sendirian walaupun kebutuhan saya ada.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kenyataan sosial, hak anak
untuk merasakan kebersamaan dan kasih sayang orang tua belum
sepenuhnya terpenuhi. Secara keseluruhan, temuan penelitian
menunjukkan bahwa migrasi kerja membawa konsekuensi sosial berupa
perubahan relasi keluarga, melemahnya interaksi orang tua dan anak, serta
munculnya tantangan sosial bagi anak dalam kehidupan bermasyarakat.
Kondisi ini menuntut adanya perhatian lebih dari keluarga dan lingkungan
sosial agar fungsi sosial keluarga tetap terjaga.

Hasil wawancara dengan pengasuh anak PMI, seperti kakek atau
nenek®, menunjukkan bahwa mereka berupaya memenuhi hak anak
semampunya, namun mengakui adanya keterbatasan. Pengasuh
menjelaskan bahwa mereka tidak selalu mampu menggantikan peran orang
tua secara utuh. Salah satu pengasuh menyampaikan:

“Kami mengurus anak ini dari kecil. Soal makan dan sekolah kami

perhatikan. Tapi kalau soal mendidik mental dan perasaan anak,

kami tidak selalu tahu. Anak kadang diam, tidak mau cerita,
mungkin karena rindu orang tuanya.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan fisik anak

terpenuhi, hak anak dalam aspek psikologis masih menghadapi tantangan

dalam kehidupan sosialnya.
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Dalam aspek pendidikan, hasil wawancara menunjukkan bahwa
hak anak untuk memperoleh pendidikan formal relatif terpenuhi, namun
pendampingan belajar belum maksimal. Orang tua PMI hanya dapat
memantau dari jarak jauh, sementara pengasuh memiliki keterbatasan
dalam membantu proses belajar anak. Seorang orang tua PMI menjelaskan
secara rinci:

“Saya selalu tanya nilai anak dan perkembangan sekolahnya. Tapi

saya tidak bisa dampingi belajar langsung. Semua saya serahkan ke

neneknya ataupun udak dan guru. Kadang saya khawatir juga, tapi
saya tidak punya pilihan lain.”

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kenyataan sosial, pemenuhan
hak pendidikan anak masih bersifat administratif dan belum menyentuh
aspek pendampingan yang ideal. Dalam kehidupan keagamaan, hasil
wawancara®. menunjukkan bahwa pembinaan agama anak lebih banyak
bergantung pada pengasuh dan lingkungan sekitar. Anak-anak TKI
mengikuti kegiatan keagamaan, namun peran orang tua dalam pembinaan
tersebut sangat terbatas. Seorang pengasuh menyampaikan:

“Kalau soal ngaji dan salat, kami ajarkan semampunya. Orang

tuanya jarang mengingatkan langsung. Anak sebenarnya butuh

teladan dari orang tua, tapi kondisi tidak memungkinkan.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa hak anak dalam memperoleh

pendidikan agama dari orang tua belum sepenuhnya terpenuhi dalam

realitas sosial.
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Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi
pemenuhan hak anak TKI di Kota Padangsidimpuan dalam kenyataan
sosial masih belum seimbang. Hak anak dalam aspek materi relatif
terpenuhi, namun hak anak dalam aspek kasih sayang, perlindungan,
pendampingan, dan pembinaan emosional belum sepenuhnya terpenuhi
secara optimal. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
pemenuhan hak anak secara normatif dan praktik sosial yang terjadi di
masyarakat, sehingga memerlukan perhatian dan solusi yang lebih
komprehensif dari orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar.

D. Pandangn Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian
sebelumnya, dapat dipahami bahwa pemenuhan kewajiban orang tua PMI
terhadap anak di Kota Padangsidimpuan menunjukkan realitas sosial yang
kompleks. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberangkatan orang tua
sebagai PMI didorong oleh faktor ekonomi, dengan tujuan utama untuk
meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masa depan anak. Namun, dalam
praktiknya, pemenuhan kewajiban tersebut cenderung lebih menitikberatkan
pada aspek materi, sementara aspek non-materi belum sepenuhnya terpenuhi
secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam
aspek kebutuhan dasar, seperti makan, pakaian, dan pendidikan formal, relatif
terpenuhi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang

menegaskan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak
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sesuai dengan kemampuan. Orang tua PMI secara umum telah menjalankan
kewajiban tersebut melalui pengiriman uang secara rutin. Dengan demikian,
dari sudut pandang ekonomi, hak anak tidak mengalami kekurangan yang s

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemenuhan
hak anak dalam aspek kasih sayang, perhatian, dan pendampingan emosional
masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakhadiran orang tua secara fisik
menyebabkan anak kehilangan figur utama dalam proses pengasuhan sehari-
hari. Dalam Pasal 77 Ayat (3) KHI, pemeliharaan anak tidak hanya mencakup
pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perlindungan,
pengasuhan, dan pendidikan yang dilakukan secara langsung oleh orang tua.
Oleh karena itu, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam
pelaksanaan kewajiban orang tua.>

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya peralihan peran
pengasuhan dari orang tua kepada keluarga pengganti, seperti kakek dan
nenek. Pengalihan ini terjadi sebagai konsekuensi dari kepergian orang tua ke
luar negeri. Meskipun keluarga pengganti berupaya menjalankan peran
tersebut dengan sebaik mungkin, keterbatasan usia, fisik, dan pemahaman
terhadap perkembangan anak menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks
KHI, pengasuhan oleh pihak lain diperbolehkan dalam kondisi tertentu,
namun tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua kandung.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan komunikasi

antara orang tua PMI dan anak turut memengaruhi kondisi pemenuhan hak

% Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, (Yogyakarta:
ACAdeMIA, 2016), him. 98.
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anak. Komunikasi yang hanya dilakukan melalui telepon atau media digital
belum mampu menggantikan peran interaksi langsung antara orang tua dan
anak. Akibatnya, anak cenderung memendam masalah sendiri dan kurang
mendapatkan arahan serta bimbingan yang intensif. Hal ini menunjukkan
bahwa teknologi komunikasi belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi hak
anak akan perhatian dan pendampingan emosional.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada aspek psikologis dan sosial
anak PMI. Anak-anak cenderung mengalami perasaan kesepian, kurang
percaya diri, serta minim pengawasan dalam perilaku sehari-hari. Temuan ini
sejalan dengan pandangan dalam hukum Islam bahwa kehadiran orang tua
memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, akhlak, dan mental
anak. Dengan demikian, ketidakhadiran orang tua dalam jangka waktu yang
lama berpotensi memengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh.%®

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI) sebagaimana
tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 Ayat (4) (KHI),
solusi utama pemenuhan kebutuhan keluarga anak PMI adalah menegakkan
prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan non-materi.
KHI menegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak hanya
terbatas pada nafkah lahir, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pendidikan,
dan perlindungan. Oleh karena itu, orang tua PMI perlu memastikan bahwa

pemenuhan nafkah disertai dengan pengaturan pengasuhan yang jelas dan

%5 Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Jilid 11, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2018), him. 205.
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bertanggung jawab, sehingga hak anak tetap terpenuhi secara menyeluruh
meskipun orang tua bekerja di luar negeri.

Solusi berikutnya menurut perspektif HKI adalah penguatan peran wali
atau pengasuh yang sah dan amanah. Dalam kondisi orang tua tidak dapat
menjalankan pengasuhan secara langsung, KHI memperbolehkan pengalihan
pengasuhan kepada keluarga terdekat, seperti kakek atau nenek, dengan tetap
menempatkan orang tua sebagai penanggung jawab utama. Orang tua PMI
harus memastikan bahwa pengasuh memiliki kemampuan moral, emosional,
dan keagamaan yang memadai untuk mendidik anak. Selain itu, orang tua
tetap wajib melakukan pengawasan aktif melalui komunikasi rutin dan
keterlibatan dalam pengambilan keputusan penting terkait pendidikan,
kesehatan, dan pembinaan akhlak anak.

Selanjutnya, solusi pemenuhan kebutuhan keluarga anak PMI dalam
perspektif HKI juga menekankan pentingnya pembinaan spiritual dan akhlak
anak. KHI memandang pendidikan agama sebagai bagian integral dari hak
anak yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, orang tua PMI perlu
mengupayakan agar anak mendapatkan pendidikan agama yang baik melalui
keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial yang kondusif. Dengan
demikian, solusi menurut HKI tidak hanya berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan ekonomi, tetapi juga bertujuan menjaga kemaslahatan anak secara
utuh, baik jasmani, rohani, maupun sosial, demi tercapainya tujuan utama

hukum Islam dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl).
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Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, kondisi pemenuhan hak
dan kewajiban orang tua PMI terhadap anak sebagaimana ditemukan dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua belum dilaksanakan
secara komprehensif. KHI menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara,
mendidik, dan melindungi anak hingga dewasa Pemenuhan nafkah semata
tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban yang utuh tanpa disertai
dengan perhatian dan pengasuhan yang memadai®®.

Penelitian ini juga menunjukkan perlunya solusi yang bersifat
preventif dan solutif untuk meminimalkan dampak negatif dari ketidakhadiran
orang tua PMI. Solusi tersebut antara lain berupa peningkatan kualitas
komunikasi antara orang tua dan anak, penunjukan pengasuh yang memiliki
kapasitas memadai, serta keterlibatan aktif orang tua dalam pengambilan
keputusan terkait pendidikan dan pembinaan anak. Solusi ini sejalan dengan
prinsip KHI yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam
keluarga.

Selain itu, hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya peralihan
peran pengasuhan kepada kakek, nenek, atau kerabat dekat juga sejalan
dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa keluarga besar sering
menjadi aktor utama dalam pengasuhan anak PMI. Namun, penelitian ini
memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pengasuhan oleh

keluarga pengganti memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek pembinaan

% Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, him. 115.
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karakter dan pengawasan perilaku anak, sehingga belum sepenuhnya mampu
menggantikan peran orang tua kandung.

Dalam aspek pendidikan, penelitian terdahulu menyebutkan bahwa
anak PMI umumnya tetap dapat mengakses pendidikan formal karena
dukungan ekonomi dari orang tua. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian
ini, yang menunjukkan bahwa biaya pendidikan anak relatif terpenuhi.
Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pendampingan belajar dan
keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak masih minim. Dengan
demikian, hasil penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan
menekankan pentingnya peran orang tua tidak hanya sebagai penyedia biaya
pendidikan, tetapi juga sebagai pendamping pendidikan anak.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang meninjau
fenomena anak PMI dari perspektif sosial dan hukum positif, penelitian ini
memiliki kekhasan karena mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif
Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik
pemenuhan hak dan kewajiban orang tua PMI di lapangan belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan KHI, yang menuntut pemenuhan hak anak secara
menyeluruh, baik materi maupun non-materi. Dengan demikian, penelitian ini
memberikan kontribusi normatif yang memperkaya kajian sebelumnya.

Penelitian terdahulu juga menekankan pentingnya peran orang tua
dalam pembinaan agama dan akhlak anak. Temuan ini sejalan dengan hasil
penelitian ini yang menunjukkan bahwa pembinaan agama anak PMI lebih

banyak diserahkan kepada pengasuh dan lingkungan sekitar. Penelitian ini
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menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas
penanaman nilai-nilai keagamaan®’, sebagaimana juga disoroti dalam
penelitian-penelitian sebelumnya tentang pendidikan agama dalam keluarga
migran.

Keterkaitan antara hasil penelitian ini dan penelitian terdahulu
menunjukkan adanya kesinambungan temuan sekaligus penguatan
argumentasi bahwa pemenuhan hak anak PMI harus dipahami secara
komprehensif. Penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan
sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menempatkan
fenomena anak PMI dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena
itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian
selanjutnya dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan serta praktik
pengasuhan anak PMI di masa mendatang.

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa fenomena orang tua PMI di Kota Padangsidimpuan tidak dapat
dipandang semata-mata sebagai upaya pemenuhan ekonomi, tetapi juga harus
dilihat dari implikasinya terhadap pemenuhan hak anak secara menyeluruh.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen orang tua PMI untuk
tetap menjalankan kewajiban pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak
sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam,

agar kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud.

57 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2014, him. 90.
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Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari agar
hasil penelitian dapat dipahami secara proporsional. Keterbatasan pertama
berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada
keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Kota Padangsidimpuan. Dengan
cakupan wilayah yang terbatas tersebut, hasil penelitian ini belum dapat
digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi pemenuhan hak dan
kewajiban orang tua PMI terhadap anak di daerah lain yang memiliki
karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.

Keterbatasan kedua terletak pada jumlah dan karakteristik informan
penelitian. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari orang
tua PMI, anak PMI, pengasuh, serta tokoh agama, namun jumlahnya masih
terbatas. Kondisi ini berpengaruh pada keberagaman perspektif yang
diperoleh. Meskipun data yang dikumpulkan telah mencerminkan kondisi
nyata di lapangan, kemungkinan masih terdapat pandangan lain yang belum
terungkap secara menyeluruh.

Keterbatasan selanjutnya berkaitan dengan metode pengumpulan data
yang mengandalkan wawancara dan observasi. Data yang diperoleh sangat
bergantung pada keterbukaan dan kejujuran informan dalam menyampaikan
pengalaman dan pandangannya. Dalam beberapa kasus, informan cenderung
menahan diri atau menyampaikan jawaban yang bersifat normatif, sehingga
potensi subjektivitas dalam data penelitian tidak dapat dihindari sepenuhnya.

Selain itu, keterbatasan penelitian ini juga dipengaruhi oleh faktor

waktu penelitian yang relatif singkat. Waktu yang terbatas menyebabkan
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peneliti belum dapat melakukan pengamatan secara lebih mendalam terhadap
dinamika kehidupan anak PMI dalam jangka panjang. Padahal, pemenuhan
hak dan kewajiban orang tua terhadap anak merupakan proses yang
berlangsung terus-menerus dan dapat berubah seiring waktu.

Keterbatasan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan peneliti dalam
mengakses dokumen atau data pendukung yang bersifat administratif, seperti
catatan resmi mengenai kondisi keluarga PMI atau data perlindungan anak
dari instansi terkait. Akibatnya, penelitian ini lebih menekankan pada data
kualitatif hasil wawancara dan observasi lapangan, tanpa didukung secara
optimal oleh data kuantitatif atau dokumentasi resmi.

Dengan adanya berbagai keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini
diharapkan dapat dipahami sebagai gambaran empiris yang bersifat
kontekstual dan terbatas. Keterbatasan ini sekaligus membuka peluang bagi
penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan wilayah, menambah jumlah
informan, menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, serta
melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pemenuhan hak dan
kewajiban orang tua TKI terhadap anak dari berbagai perspektif keilmuan.
Analisi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, diketahui bahwa
orang tua yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada
umumnya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kondisi ekonomi
keluarga. Hal ini dilakukan agar kebutuhan hidup keluarga, khususnya

kebutuhan anak, dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dari hasil wawancara
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dengan beberapa informan, diketahui bahwa pemenuhan kewajiban orang tua
terhadap anak lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan
materi seperti biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan
lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Namun demikian, pemenuhan kewajiban orang tua tidak hanya berkaitan
dengan kebutuhan materi saja. Dalam perspektif keluarga dan perkembangan
anak, kehadiran orang tua secara langsung juga memiliki peran penting dalam
memberikan perhatian, kasih sayang, serta pengawasan terhadap anak.
Ketidakhadiran orang tua karena bekerja di luar negeri menyebabkan sebagian
peran pengasuhan dialihkan kepada anggota keluarga lain, seperti kakek,
nenek, atau kerabat dekat. Kondisi ini dalam beberapa kasus dapat
mempengaruhi perkembangan emosional dan perilaku anak, karena anak tidak
mendapatkan perhatian langsung dari orang tuanya.

Jika dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam,
kewajiban orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada pemberian
nafkah, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan
terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua
terhadap anak bersifat menyeluruh, baik dalam aspek materi maupun
nonmateri. Dengan demikian, meskipun orang tua bekerja sebagai PMI untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mereka tetap memiliki tanggung
jawab moral dan hukum untuk memperhatikan perkembangan dan

kesejahteraan anak yang ditinggalkan.
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa pemenuhan
kewajiban orang tua PMI terhadap anak sudah terlaksana dalam aspek
ekonomi, namun dalam aspek perhatian, pengawasan, dan pembinaan secara
langsung masih memiliki keterbatasan karena jarak dan kondisi pekerjaan
orang tua di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara orang
tua, keluarga yang mengasuh anak, serta lingkungan sekitar agar kebutuhan

dan perkembangan anak tetap dapat terpenuhi dengan baik.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk pemenuhan hak dan kewajiban orang tua PMI terhadap anak
menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada umumnya lebih
terfokus pada pemenuhan kebutuhan materi, terutama nafkah ekonomi.
Orang tua PMI telah menjalankan kewajiban memberikan nafkah melalui
pengiriman uang secara rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
pendidikan anak. Namun, pemenuhan kewajiban non-materi, seperti
pengasuhan, pendidikan langsung, perlindungan, dan pemberian kasih
sayang, belum terlaksana secara optimal. Dalam perspektif KHI,
kewajiban orang tua tidak hanya mencakup aspek nafkah, tetapi juga
mencakup pemeliharaan, pendidikan, dan pembinaan akhlak anak secara
menyeluruh. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban orang tua
PMI terhadap anak masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
KHI.

2. Bagaimana Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan
kewajiban orang tua pekerja migran idonesia dalam kenyataan sosial
menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemenuhan hak materi
dan non-materi. Hak anak dalam aspek kebutuhan dasar, seperti makanan,

pakaian, dan pendidikan formal, relatif terpenuhi. Namun, hak anak dalam
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aspek perhatian, kasih sayang, pendampingan emosional, dan pengasuhan
langsung belum sepenuhnya terpenuhi. Anak-anak PMI cenderung diasuh
olen keluarga pengganti, seperti kakek dan nenek, yang memiliki
keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal.
Kondisi ini berdampak pada aspek psikologis dan sosial anak, sehingga
pemenuhan hak anak belum berjalan secara menyeluruh sesuai dengan
prinsip perlindungan anak dalam lIslam.dalam Pasal 77 Ayat (3) KHI
menegaskan pemiliharan dan mendidik anak (jasmani dan rohani,
kecerdasan) dan Pasal 80 Ayat (4) KHI menegaskan nafkah,perawatan,dan
pendidikan anak.
B. Saran
1. Pemenuhan Kewajiban Orang Tua

Orang tua PMI disarankan untuk tidak hanya memprioritaskan
pemenuhan kebutuhan ekonomi anak, tetapi juga meningkatkan perhatian
terhadap aspek pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan emosional anak.
Orang tua perlu menjalin komunikasi yang lebih intensif dan berkualitas
dengan anak serta tetap terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait
kehidupan anak. Orang tua yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia
diharapkan tetap memenuhi kewajibannya terhadap anak, terutama dalam
hal pemberian nafkah, pendidikan, serta perhatian dan kasih sayang.
Meskipun berada jauh dari anak karena bekerja di luar negeri, orang tua
tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan anak

terpenuhi dengan baik, baik kebutuhan materi maupun kebutuhan
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nonmateri. Oleh karena itu, orang tua diharapkan tetap menjaga
komunikasi dan pengawasan terhadap perkembangan anak yang
ditinggalkan.
. pandang Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua
memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi
kebutuhan anak. Oleh karena itu, orang tua diharapkan dapat menjalankan
kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga hak-
hak anak tetap terpenuhi dengan baik. Pemenuhan kewajiban orang tua
tidak hanya terbatas pada pemberian nafkah, tetapi juga mencakup
tanggung jawab dalam pembinaan moral, pendidikan, dan kesejahteraan
anak

Keluarga pengasuh diharapkan dapat menjalankan peran
pengasuhan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan perhatian
yang seimbang terhadap kebutuhan fisik dan psikologis anak. Selain itu,
keluarga pengasuh perlu menjalin kerja sama yang baik dengan orang tua

PMI agar proses pengasuhan berjalan secara efektif.
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